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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pembangunan merupakan sistem multidimensional yang dapat memajukan 

kualitas suatu bangsa yang mengaitkan berbagai macam transisi yang berpokok 

pada sistem sosial, tingkah laku masyarakat serta majelis nasional seperti 

pemecahan masalah kemiskinan, cepatnya pertumbuhan dan berkurangnya 

ketimpangan (Todaro & Smith, 2006). Manusia berperan penting dalam 

menjalankan pembangunan ekonomi yakni sebagai tenaga kerja, komponen 

pembangunan dan konsumen dari hasil pembangunan tersebut. 

 Pada dasarnya pembangunan daerah dan pembangunan nasional 

mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, 

mensejahterakan masyarakat dengan adil dan merata serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan mengembangkan 

kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah serta 

mengeksplorasi sumber-sumber yang memiliki potensi secara maksimal. 

Kesuksesan pembangunan nasional sangat menentukan kesuksesan pembangunan 

daerah (Susetyo, 2009). 

  Salah satu parameter yang bisa digunakan untuk menilai kesuksesan suatu 

daerah ialah peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan begitu pemerintah selalu 

memasang target laju pertumbuhan dalam perencanaannya, tujuannya agar dapat 

mengendalikan ketimpangan yang terjadi antar kabupaten serta kota. Pertumbuhan 
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ekonomi ialah proses peningkatan kapabilitas produksi suatu perekonomian, yang 

dimanifestasikan sebagai peningkatan pendapatan nasional (Akbar, 2018). 

 Dalam cakupan suatu negara pembangunan tidak seluruhnya merata. 

Ketidakmerataan dalam suatu pembangunan tersebut akan mengakibatkan 

ketimpangan antar wilayah. Salah satu faktor terjadinya ketimpangan antar wilayah 

yaitu karena pertumbuhan tiap wilayah yang berbeda-beda, ada yang mengalami 

pertumbuhan cepat dan ada juga yang lambat. Pertumbuhan yang tidak sama 

disebabkan karena tiap wilayah mempunyai potensi yang berbeda-beda, beberapa 

investor lebih memilih berinvestasi di wilayah perkotaan dibandingkan perdesaan 

serta tidak meratanya alokasi pendapatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah (Aulya, 2016). 

 Fenomena ketimpangan antar wilayah yang menjadi persoalan 

pembangunan di Indonesia tidak hanya dialami oleh Pulau Jawa, di luar  Pulau Jawa 

pun mengalami ketimpangan. Ketimpangan antar wilayah tergambar dalam 

distribusi SDM, industri, perdagangan dan jasa, infrastruktur, irigasi, listrik, 

pendidikan serta sampai pada sektor pertanian. Ketimpangan inilah yang akan 

mempengaruhi kinerja untuk tumbuh yang pada gilirannya bisa menyebabkan 

pertumbuhan yang lebih cepat pada beberapa daerah sedangkan pada daerah 

lainnya pertumbuhan bergerak lebih lambat. Pertumbuhan yang berbeda tersebut 

akan berimbas pada ketimpangan kesejahteraan antar wilayah di Indonesia (Akbar, 

2018) 

 Terdapat beberapa hal yang menyebabkan ketimpangan pembangunan antar 

wilayah yakni, perbedaan potensi yang dimiliki daerah sangat besar, keadaan sosial 
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dan budaya antar daerah yang bervariasi serta adanya perbedaan kedudukan 

demografis dan ketenagakerjaan. Terbatasnya mobilitas barang-barang dan orang 

antar wilayah juga menimbulkan ketimpangan pembangunan wilayah. Perbedaan 

yang dimiliki tiap wilayah menjadi penyebabnya dan akibatnya kompetensi suatu 

daerah dalam memajukan proses pembangunan juga menjadi berbeda (Sjafrizal, 

2008). Perbedaan tingkat pembangunan suatu wilayah mempengaruhi perbedaan 

tingkat kesejahteraan antar wilayah yang pada akhirnya akan membawa dampak 

pada ketimpangan wilayah yang makin besar (Kuncoro, 2004). 

Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan merupakan dasar pokok 

tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pertukaran antara 

pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan akan selalu terjadi dalam proses 

pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi suatu wilayah tidak selalu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi tidak 

menjadi penting lagi bagi golongan miskin jika tidak diiringi dengan menurunnya 

ketimpangan pendapatan. (Aulya, 2016). 

 Saat ini tiap wilayah diminta untuk mengendalikan sendiri potensi yang 

dimiliki. Potensi harus dikendalikan dengan tepat sehingga bisa menggerakkan 

proses pembangunan dengan tingkat pemerataan yang bagus serta pertumbuhan  

ekonomi yang baik juga maka dari itu fenomena ketimpangan  pembangunan antar 

wilayah yang terdepan dan wilayah yang terbelakang bisa menurun. 

 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera merupakan wilayah yang tidak 

terkecualikan dari persoalan ketimpangan dengan adanya sepuluh provinsi di Pulau 

Sumatera yang pastinya mempunyai potensi, sektor-sektor unggulan serta 
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persoalan yang berbeda-beda. Ketimpangan wilayah sepuluh provinsi Pulau 

Sumatera dapat dilihat berdasarkan suatu indikator ketimpangan wilayah yaitu 

salah satunya adalah Indeks Williamson. Perkembangan Indeks Williamson 

Provinsi  di Pulau Sumatera dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah : 

Tabel 1. 1 Perkembangan Indeks Williamson Provinsi di Pulau Sumatera 

Tahun 2010-2020 

Provinsi Indeks Williamson Rata-

rata 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Aceh 0,50 0,48 0,47 0,51 0,41 0,45 0,33 0,33 0,33 0,33 0,35 0,41 

Sumut 0,66 0,67 0,55 0,58 0,58 0,58 0,56 0,57 0,57 0,58 0,56 0,59 

Sumbar 0,26 0,26 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,27 0,30 0,26 

Riau 0,55 0,56 0,53 0,48 0,44 0,42 0,39 0,37 0,35 0,33 0,30 0.43 

Jambi 0,53 0,52 0,51 0,50 0,48 0,42 0,44 0,46 0,49 0,47 0,44 0,48 

Sumsel 0,70 0,70 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,66 0,74 0,71 

Bengkulu 0,12 0,11 0,11 0,13 0,12 0,12 0,12 0,14 0,12 0,49 0,12 0,15 

Lampung 0,30 0,30 0,26 0,26 0,26 0,26 0,27 0,28 0,28 0,28 0,26 0,27 

Kep.Babel 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,20 0,20 0,21 0,20 0,19 

Kep Riau 0,55 0,53 0,53 0,52 0,51 0,51 0,50 0,50 0,46 0,45 0,44 0,50 

Sumatera 0,43 0,43 0,41 0,41 0,39 0,39 0,38 0,38 0,38 0,41 0,37 0,40 

Sumber : BPS, data diolah 

 Berdasarkan perhitungan Indeks Williamson (IW) yang tersaji pada Tabel 

1.1 dapat diketahui pemerataan pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera selama 

periode 2010-2020 tercatat sebesar 0,40 dimana tiap tahunnya mengalami fluktuasi. 

Provinsi dengan nilai Indeks Williamson tertinggi di Pulau Sumatera selama 2010-

2020 adalah Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 0,71 artinya ketimpangan di 

Provinsi Sumatera Selatan tergolong tinggi. Provinsi dengan nilai Indeks 

Williamson terendah adalah Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 0,15 artinya 

ketimpangan di Provinsi Bengkulu tergolong rendah. Berdasarkan nilai indeksnya, 

terlihat jarak yang cukup jauh antara provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi 

dan provinsi dengan tingkat ketimpangan terendah, ini berarti pembangunan di 
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Pulau Sumatera tidak merata. Perbedaan yang dimiliki tiap provinsi menjadi salah 

satu faktor tidak meratanya pembangunan yang akan membawa dampak pada 

ketimpangan antar wilayah. 

 Perbedaan yang dimiliki masing-masing wilayah dapat menyebabkan 

tingkat pertumbuhan masing-masing wilayah juga berbeda karena itu dalam 

pembangunan, pertumbuhan ekonomi sering kali menjadi patokan apakah 

pembangunan yang dilaksanakan berhasil atau tidak. Masih ada parameter lain, 

namun pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam keberhasilan 

pembangunan. Berikut Gambar 1.1 memperlihatkan pertumbuhan ekonomi 10 

Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2020 : 

 

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020 
(Sumber: Badan Pusat Statistik 2020 diolah) 

 Berdasarkan Gambar 1.1 pertumbuhan ekonomi yang ada pada provinsi 

Pulau Sumatera tahun 2020 tumbuh negatif, hal ini merupakan dampak dari covid-

19 yang memberikan kontraksi buruk pada perekonomian Indonesia. Menurut BPS 

ekonomi  Pulau Sumatera tahun 2020 mengalami penyusutan sampai -1,19% secara 

-4%
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-3%
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year on year (yoy). Penyusutan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan 

pertumbuhan ekonomi nasional yakni sebesar -2,07%. Penyusutan pertumbuhan 

ekonomi di Pulau Sumatera disebabkan aktivitas ekonomi di Pulau Sumatera yang 

dibatasi karena adanya covid-19. Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2020 dengan 

penyusutan pertumbuhan ekonomi (year on year) terkecil ialah Provinsi Bengkulu 

yakni sebesar -0,02% sedangkan penyusutan pertumbuhan ekonomi terbesar di 

Pulau Sumatera ialah Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar -

3,80% dan -2,30%. 

 Salah satu kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah untuk 

menurunkan ketimpangan suatu wilayah yakni dengan mengimplementasikan 

kebijakan desentralisasi fiskal. Tujuan dari desentralisasi fiskal yakni: (1) menekan 

ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar 

daerah; (2) memajukan taraf fasilitas publik serta menekan ketimpangan fasilitas 

publik antar wilayah; (3) kemampuan pemakaian sumber daya nasional; (4) tata 

kelola, jelas serta bertanggung jawab dalam mengimplementasi tindakan 

pengalokasian transfer ke tempat yang akurat dengan target, tepat guna, tepat waktu 

dan adil; (5) menjunjung kontinuitas fiskal dalam kebijakan ekonomi makro 

(Mardiasmo, 2018). 

Penelitian Bonet (dalam Fajri et al., 2016) mengenai hubungan 

desentralisasi fiskal dengan ketimpangan pendapatan regional di Kolombia, 

membuahkan hasil yang bisa disimpulkan bahwasanya setelah pelaksanaan 

desentralisasi fiskal pertumbuhan ekonomi di tiap daerah meningkat akan tetapi 

ketimpangan pendapatan antar wilayah juga meningkat. Terdapat beberapa faktor 
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penyebab yakni lemahnya kinerja instansi pemerintah daerah, insentif yang tidak 

cukup dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta redistribusi transfer 

pusat yang kurang. Variabel yang digunakan ialah variabel derajat desentralisasi 

fiskal yang merupakan rasio dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total 

penerimaan tiap daerah untuk mengukur besarnya fungsi penerimaan daerah dalam 

memengaruhi ketimpangan antar wilayah. Berikut realisasi PAD dan penerimaan 

daerah di Pulau Sumatera. 

 

Gambar 1. 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah 

Provinsi-Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2020 (Miliar Rupiah) 

Sumber : DJPK 2020 diolah 

Gambar 1.2 menunjukkan realisasi PAD dan penerimaan daerah pada 

Provinsi di Pulau Sumatera. Provinsi yang memiliki realisasi PAD tertinggi di 

Pulau Sumatera ialah Provinsi Sumatera Utara yakni sebesar Rp. 5.531 miliar. 

Realisasi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 

2019. Realisasi penerimaan daerah tertinggi adalah Provinsi Aceh yakni sebesar 

Rp. 14.440 miliar meskipun termasuk penerimaan daerah tertinggi di Pulau 
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Sumatera, realisasi ini lebih rendah dari tahun sebelumnya. Penurunan yang terjadi 

pada tahun 2020 dikarenakan penghematan anggaran selama pandemi Covid-19. 

Secara ekonomi, rendahnya realisasi anggaran berdampak pada kinerja 

perekonomian daerah, akibat lain dapat dirasakan pada pertumbuhan ekonomi. 

 Fiscal stress juga salah satu persoalan yang dapat merintangi proses 

pembangunan suatu wilayah. Fiscal stress bisa diartikan sebagai kondisi minusnya 

anggaran. Timbul jika pemerintah suatu wilayah tidak sanggup menyokong 

pengeluaran daerah secara independen atau pada saat PAD sebagai salah satu 

sumber pendapatan daerah yang tidak bisa menyanggupi belanja modal, maka 

situasi tersebut ialah situasi terjadinya fiscal stress. Situasi fiscal stress bisa diatasi 

jika tiap wilayah bisa mengeksplorasi potensi yang ada secara maksimum, sampai 

pada belanja daerah tidak tergantung dengan dana transfer pusat. Fiscal stress juga 

masih bisa diatasi dengan cara dengan mengurangi pembiayaan daerah agar 

anggaran tidak minus. Timbulnya fiscal stress bisa dengan mempertimbangkan 

kondisi APBD (Anggari, 2019). 

 Implementasi dari otonomi daerah yang sudah dilaksanakan masih saja 

terdapat persoalan yang klasik, otonomi pada bidang fiskal signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi regional baik di tiap provinsi maupun kabupaten, akan tetapi 

ketimpangan wilayah masih tetap terjadi (Fajri et al., 2016). Strategi otonomi tidak 

hanya tergambar dari otoritas menata keuangan dan penggunaan sumberdaya 

daerah tetapi juga tercermin dalam keterbukaan ekonomi.  

 Hubungan antara keterbukaan ekonomi dengan ketimpangan wilayah masih 

menjadi perdebatan. Beberapa pandangan mengungkapkan bahwa keterbukaan 
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ekonomi dapat menurunkan tingkat ketimpangan wilayah namun beberapa 

pandangan lainnya mengatakan bahwa keterbukaan ekonomi dapat menaikkan 

tingkat ketimpangan wilayah (Wiguna & Panennungi, 2019). Pada penelitian 

Daumal (2010) keterbukaan ekonomi dapat menurunkan ketimpangan wilayah 

melalui perpindahan aktivitas industri dari pusat kota ke daerah pinggiran. 

Penelitian Barua & Chakraborty (2010) juga membuahkan hasil yang sama yaitu 

perekonomian yang semakin terbuka mengakibatkan majunya pusat-pusat industri 

baru yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota kecil yang 

sebelumnya masih bergantung dengan kota besar. Dampaknya, ketimpangan 

wilayah antar kota didalam suatu negara akan menurun. 

 Salah satu parameter keterbukaan ekonomi ialah rasio openness, yakni 

perbandingan antara aktivitas ekonomi internasional terhadap PDB meskipun 

disebut rasio, umumnya hasil akhir ditampilkan dalam bentuk persentase. Data 

ekspor dan impor yang digunakan adalah data keseluruhan ekspor dan impor pada 

tingkat Provinsi di negara Indonesia dalam juta US dollar sementara PDEB yang 

digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan (Zulyanto et al., 2014). Berikut 

data dari ekspor dan impor Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2020. 
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Gambar 1. 3 Ekspor dan Impor Antar Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2020 

(Juta USD) 

Sumber : BPS 2020 diolah 

Gambar 1.3 menunjukkan data ekspor serta impor yang ada pada provinsi 

di Pulau Sumatera tahun 2020. Provinsi Riau merupakan Provinsi di Pulau 

Sumatera dengan nilai ekspor yang paling tinggi yakni sebesar 13.764 juta USD. 

Jumlah tersebut menandakan peningkatan sebesar 11,31% dari tahun sebelumnya. 

Peningkatan nilai ekspor Provinsi Riau didominasi dari ekspor non migas. Nilai 

impor tertinggi tahun 2020 Pulau Sumatera yaitu Provinsi Kepulauan Riau sebesar 

11.264 juta USD. Nilai impor Provinsi mengalami peningkatan sebesar 4,63% 

dibandingkan tahun 2019. Peningkatan ini sebagian besar dikarenakan naiknya 

impor sektor non migas. Provinsi dengan nilai ekspor serta impor terendah di Pulau 

Sumatera ialah Provinsi Bengkulu yakni sebesar 154 juta USD dan 3,27 juta USD 

namun neraca perdagangan Provinsi Bengkulu terus menerus positif dengan nilai 

ekspor yang lebih tinggi dari nilai impor. 
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Pada data-data di atas, pertumbuhan ekonomi  provinsi yang ada di Pulau 

Sumatera tahun 2020 tidak mengalami tingkat pertumbuhan yang sama serta 

menunjukkan tren negatif. Berlandaskan teori dan penelitian yang ada, kondisi 

tersebut menandakan terjadinya ketimpangan wilayah antar provinsi di Pulau 

Sumatera. Perhitungan DDF provinsi di Pulau Sumatera tahun 2020 masuk dalam 

skala interval cukup. Dalam penelitian Suwanan & Sulistiani (2009) tingginya 

derajat desentralisasi fiskal dapat menurunkan ketimpangan namun pada provinsi 

Pulau Sumatera tahun 2020 meskipun derajat desentralisasi fiskal tegolong baik 

atau cukup tetapi ketimpangan wilayah masih tegolong tinggi. Artinya pengaruh 

derajat desentralisasi fiskal di provinsi Pulau Sumatera tahun 2020 berbeda dari 

penelitian yang sudah ada. 

Fiscal stress antar provinsi di Pulau Sumatera tahun 2020 tergolong tinggi. 

Konsekuensi dari fiscal stress yang tinggi akan memberikan dampak pada kinerja 

keuangan pemerintah dalam mengelola dan mendistribusikan anggaran untuk 

pembangunan daerah. Begitupun dengan rata-rata keterbukaan ekonomi mencapai 

0,38 sedangkan rata-rata ketimpangan wilayah mengalami penurunan yakni sebesar 

0,37. Artinya peningkatan keterbukaan ekonomi diikuti dengan penurunan tingkat 

ketimpangan wilayah namun beberapa penelitian menyatakan bahwa peningkatan 

keterbukaan ekonomi diikuti dengan meningkatnya ketimpangan wilayah. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, dapat disimpulkan 

bahwa ketimpangan wilayah merupakan salah satu permasalahan dalam 

melaksanakan pembangunan. Penelitian ini menggunakan variabel pertumbuhan 

ekonomi, derajat desentralisasi fiskal, fiscal stress dan keterbukaan ekonomi untuk 
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mengetahui pengaruh keempat variabel tersebut terhadap ketimpangan wilayah  

antar provinsi Pulau Sumatera selama 2010-2020.  

1.2 Rumusan Masalah 

Persoalan pokok yang dibahas pada penelitian ini, yakni bagaimana 

pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi fiskal, fiscal stress dan keterbukaan 

ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah secara simultan dan parsial. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi fiskal, fiscal stress dan keterbukaan 

ekonomi terhadap ketimpangan wilayah secara simultan dan parsial. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan para akademisi, baik 

dosen maupun mahasiswa untuk memahami dan mendalami 

permasalahan ketimpangan wilayah antar provinsi Pulau Sumatera 

b. Penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan referensi untuk 

pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

ketimpangan wilayah  

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan teori 

ekonomi. 
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2. Manfaat praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada peneliti 

selanutnya serta mengaplikasikan teori-teori yang ada untuk mendukung 

analisis pada penulisan skripsi ini. 

b. Penelitian diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah, sebagai 

salah satu referensi untuk mengambil kebijakan dalam mengatasi 

permasalahan ketimpangan wilayah. 

c. Penelitian diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dalam pengambilan 

keputusan dan kebijakan untuk mengatasi ketimpangan wilayah yang terjadi 

saat ini agar di periode yang selanjutnya ketimpangan wilayah dapat 

menurun 
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